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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Perkembangan sektor industri yang sangat pesat membutuhkan energi yang sangat besar. Hal ini

menyebabkan harga minyak dunia terus naik. Oleh karena itu, pemerintah menghimbau dunia usaha untuk

menggunakan batubara sebagai sumber energi. Penggunaan batubara sebagai sumber energi sangat tepat

karena Indonesia memiliki cadangan batubara yang besar. Selain itu harga produksi batubara tentunya lebih

rendah daripada harga minyak. Himbauan pemerintah untuk menggunakan batubara ini juga karena

penggunaan batubara dalam negeri yang sangat kecil. Batubara yang digunakan dalam negeri hanya

mencapai sekitar 20% sampai dengan 30% dari total batubara yang diproduksi setiap tahunnya. Permintaan

batubara sebagai sumber energi terutama oleh konsumen luar negeri terus meningkat. Permintaan yang

tinggi tersebut memacu harga batubara terus naik sampai USD 48,31 per ton. Hal ini menyebabkan

kontraktor pertambangan batubara memaksimalkan produksi. Produksi batubara yang dilakukan secara

besar-besaran oleh kontraktor pertambangan batubara tentunya membutuhkan suatu peraturan dan undang-

undang agar kegiatan operasional berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah memperlakukan

kontrak karya dengan kontraktor pertambangan batubara sebagai lex spesialis. Hal ini dimaksudkan untuk

memberikan jaminan kepastian hukum bagi para investor dibidang pertambangan batubara. Selain kontrak

karya, pemerintah juga menerbitkan undang – undang dan peraturan pemerintah yang dapat mendukung

kegiatan pertambangan. Namun salah satu peraturan pemerintah justru dianggap sebagai hambatan bagi

perkembangan dunia usaha pertambangan batubara. Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan

Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak

Pertambahan Nilai. Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 mengubah status batubara yang belum

diproses menjadi briket batubara dari Barang Kena Pajak menjadi bukan Barang Kena Pajak. Status

batubara yang belum diproses menjadi briket batubara sebagai bukan Barang Kena Pajak menyebabkan

kontraktor pertambangan batubara tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan

Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak sehingga tidak dapat melakukan restitusi atas kelebihan Pajak

Pertambahan Nilai. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dan tidak dapat dimintakan restitusi ini

menjadi beban bagi kontraktor pertambangan batubara yang akan menaikkan harga pokok produksi

batubara. Kenaikan harga pokok produksi tentunya akan mempengaruhi besarnya harga jual batubara.

Perubahan status batubara menjadi bukan Barang Kena Pajak membawa masalah tersendiri bagi kontraktor

pertambangan batubara generasi I. Dalam kontrak karya dinyatakan bahwa pajak baru yang tidak diatur

dalam kontrak karya akan dimintakan pengembaliannya kepada pemerintah. Oleh karena itu, Pajak

Pertambahan Nilai yang tidak diatur dalam kontrak karya dianggap sebagai suatu pajak baru yang dapat

dimintakan pengembaliannya. Dalam praktek, kontraktor pertambangan batubara generasi I meminta pajak

baru tersebut melalui restitusi Pajak Pertambahan Nilai. Pajak baru yang tidak dapat dimintakan restitusi

tersebut menyebabkan kontraktor pertambangan batubara melalui Asosiasi Pertambangan Batubara
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Indonesia (APBI) mengajukan permohonan pembatalan Peraturan Pemerintah No. 144 Tahun 2000 ke

Mahkamah Agung dan oleh Mahkamah Agung diterbitkan Surat No. 2/Td.TUN/III/2004 tanggal 23 Maret

2004 perihal Permohonan Pertimbangan Hukum yang ditujukan kepada Direktur Asosiasi Pertambangan

Batubara Indonesia. Surat tersebut menyatakan bahwa PP No. 144 Tahun 2000 batal demi hukum. Namun

karena surat tersebut sifatnya hanya sebatas pertimbangan hukum (legal opinion) dan bukan merupakan

Putusan Mahkamah Agung yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk dilaksanakan

maka oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-

03/PJ.15/2004 tanggal 30 Juni 2004 menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tetap

berlaku. Kontraktor pertambangan batubara tidak menyetujui Peraturan Pemerintah No. 144 Tahun 2000

dengan alasan bahwa batubara yang belum diproses menjadi briket batubara seharusnya menjadi Barang

Kena Pajak karena sesungguhnya telah melalui suatu proses berupa pemecahan, pencucian, dan

pencampuran yang memberikan nilai tambah bagi batubara tersebut. Oleh karena itu, kontraktor

pertambangan batubara terus mendesak pemerintah untuk mengubah status batubara yang belum diproses

menjadi briket batubara sebagai Barang Kena Pajak dan memberikan restitusi Pajak Pertambahan Nilai

kepada mereka. Perseteruan antara pemerintah dan kontraktor pertambangan batubara mengenai penetapan

batubara yang belum diproses menjadi briket batubara sebagai bukan Barang Kena Pajak perlu dikaji lebih

dalam untuk mengetahui bahwa apakah benar batubara yang belum diproses menjadi briket batubara belum

mengalami suatu proses sehingga dikategorikan sebagai barang hasil pertambangan yang diambil langsung

dari sumbernya dan belum dapat dijadikan sebagai Barang Kena Pajak. Selanjutnya perlu dikaji pula, berapa

jumlah restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang tidak diterima oleh kontraktor pertambangan batubara dengan

adanya perubahan status batubara yang belum diproses menjadi briket batubara sebagai bukan Barang Kena

Pajak. Metode analisa yang digunakan untuk menganalisa apakah batubara yang belum diproses menjadi

briket batubara telah mengalami proses atau tidak, maka digunakan metode deskriptif developmental.

Sedangkan untuk menghitung jumlah restitusi yang seharusnya dibayarkan oleh pemerintah kepada

kontraktor pertambangan batubara maka digunakan PT. ABC sebagai benchmark dengan data dari

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Berdasarkan analisa yang dilakukan maka diketahui bahwa

batubara yang belum diproses menjadi briket batubara telah mengalami suatu proses yakni pemecahan,

pencucian, dan pencampuran sehingga seharusnya menjadi Barang Kena Pajak karena tidak memenuhi

kriteria sebagai barang hasil tambang yang diambil langsung dari sumbernya. Berdasarkan analisa juga

diketahui bahwa jumlah restitusi yang tidak dibayarkan oleh pemerintah karena perubahan status batubara

yang belum diproses menjadi briket batubara sebagai bukan Barang Kena Pajak untuk tahun 2001 sampai

dengan 2007 adalah sebesar Rp. 5.706.740.773.684,- dan untuk tahun 2008 sampai dengan tahun 2010

adalah sebesar Rp. 4.895.425.655.831,-


